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    BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Isu mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual 
Property Rights, merupakan isu yang sangat menarik dan sangat bersinggungan 
erat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bagaimana tidak setiap usaha 
baik dalam skala kecil, menengah, meupun besar memerlukan HKI sebagai 
bentuk perlindungan bagi usahanya. Baik itu dalam bentuk hak merek, cipta, 
paten, desain industri, dan lain sebagainya. 
Dalam permasalahan mengenai HKI selalu berkembang mengikuti 
perkembangan zaman. Pada awalnya perkembangan permasalahan tersebut 
sangatlah sederhana, yaitu misalnya: hanya menyangkut tuntutan supaya dapat 
dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apapun, apa-apa yang sudah 
ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun 
intelektualnya; siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila 
bahan bakunya berasal dari pihak lain; dan sebagainya. Namun, permasalahan 




Kedua revolusi tersebut merupakan tonggak dalam perkembangan doktrin 
dan objek perlindungan hak milik intelektual. Perkembangan lain ditandai dengan 
munculnya Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Kedua 
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 Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 1993, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan 
Prakteknya di Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7. 
konvensi ini lahir karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik 
intelektual secara internasional, dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya 
suatu peraturan yang bersifat global di bidang hak milik intelektual.
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Dalam pendaftaran hak cipta tersebut pada intinya dimaksudkan agar tidak 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari berupa pelanggaran yang 
berbentuk penjiplakan, penggunakan suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau 
pemegang hak cipta, atau pelanggaran lain yaitu seringkali ditemukan dalam 
karya cipta lagu yang disiarkan melalui media elektronik, pihak penyelenggara 
siaran tidak mencantumkan nama pencipta. Pelanggaran atas hak moral itu, 
pencipta atau ahli warisnya sebenarnya dapat saja mengajukan tuntutan.
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Hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah 
ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya). Sedangkan cipta adalah 
kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, atau dapat pula 
diartikan sebagai angan-angan yang kreatif.Hak cipta adalah hak eksklusif bagi 
pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya 
atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Kreativitas, Ide, dan Teknologi dapat mendatangkan kemakmuran dan 
pertumbuhan ekonomi bagi kehidupan masyarakat. 
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 Namun bayangkan bila 
setiap orang dengan bebas menggunakan ciptaan orang lain dengan ilegal, hal ini 
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akan menurunkan rasa kompetitif masyarakat untuk mengembangkan idenya dan 
menciptakan penemuan-penemuan baru. Dari sudut pandang tersebut, 
dikembangkan suatu kaidah hukum yang dapat mendorong penelitian dan 
pengembangan dengan memberikan perlindungan bagi teknologi baru yang 
tercipta selama waktu tertentu dengan memberikan hak eksklusif bagi para 
pengembang seperti Hak Kekayaan Intelektual.
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Namun dengan terbitnya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta (selanjutnya akan disingkat dengan UUHC 2014) menjadi harapan baru 
bagi insan musik, khususnya para Pencipta, Artis Penyanyi dan Pemusik. Apalagi 
di dalam UU tersebut telah diatur secara rinci mengenai organisasi LMK 
(Lembaga Manajemen Kolektif) yang menangani penghimpunan (collecting) dan 
distribusi royalti.
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 Setidaknya tentang bentuk hukum dan apa yang menjadi fungsi 
dan tugas organisasi tersebut telah mendapatkan pengaturan yang lebih jelas dan 
rinci.  
Ketentuan tentang LMK dan LMKn di dalam UUHC 2014 sangat 
membuka peluang untuk menafsirkan secara berbeda-beda. Perbandingan 
pengaturan ini mencoba mengungkapkan pengaturan pemungutan royalti LMKn 
yang di dalam UUHC 19 Tahun 2002 dan UUHC 28 Tahun 2014, terutama 
terkait dengan pendistribusian royalti. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait 
“ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PERATURAN LEMBAGA 
MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI LEMBAGA HAK CIPTA DI 
INDONESIA  DAN  INTERNASIONAL” 
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 Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi 
kuasa  dari  pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak 
ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty. [Pasal 1 butir (22) UUHC 
2014].  
 
A. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana perbandingan pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif 
Nasional berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 dan 
Undang-undang Hak Cipta tahun 2014 ?  
2. Bagaimana perbandingan pengaturan pemungutan royalti Lembaga 
Manajemen Kolektif di Indonesia dengan Lembaga Manajemen Kolektif 
Internasional ? 
 
B. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan Lembaga Manajemen 
Kolektif Nasional berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 dan 
Undang-undang Hak Cipta tahun 2014 
2. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan pemungutan royalti 
Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia dengan Lembaga Manajemen 
Kolektif Internasional 
C. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai wacana perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu 
hukum bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang 
berkaitan dengan hak cipta. 
b. Sebagai ilmu yang bermafaat dan dapat menambah pengetahuan 
khususnya yang berkaitan Lembaga Manajemen Kolektif 
(Collective Management Organization) 
c. Sebagai refrensi untuk penetitian selanjutnya yang berkaitan 
dengan Lembaga Manajemen Kolektif (Collective Management 
Organization) 
D. MANFAAT PRAKTIS 
1. Pemerintah  
Penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi untuk melakukan 
peninjauan dan pengkajian ulang terhadap peraturan mengenai masalah 
Lembaga Manajemen Kolektif (Collective Management Organization) 
2. Lembaga LMKn 
Penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan referensi bagi pihak LMKn 
dalam Lembaga Manajemen Kolektif (Collective Management 
Organization) 
Masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum. 
3. Masyarakat 
Penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan referensi bagi masyarakat agar 
masyarakat mengetahui tentang Lembaga Manajemen Kolektif (Collective 
Management Organization) 
 
E. SISTEMATIKA PENULISAN 
BAB I  
PENDAHULUAN 
Berisi uraian latar belakang munculnya 
permasalahan pada Lembaga Manajemen Kolektif 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta. 
BAB II  Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai Hak 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, dan Lembaga 
Manajemen Kolektif. 
 
BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
Berisi uraian tentang jenis penelitian yang 
digunakan, metode pendekatan, jenis dan sumber 
bahan hukum, teknik perolehan atau pengumpulan 
bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang 
digunakan untuk penelitian hukum ini. 
 
BAB IV  
PEMBAHASAN 
Berisi tentang analisis terhadap permasalahan 
hukum yang ada, kemudian dikaitkan dengan 
peraturan perundang-undangan serta konsep yang 
terkait pada penelitian hukum. 
 
BAB V  
PENUTUP  
Pada bab ini merupakan bab terakhir pada 
penelitian skripsi ini. Bab ini berisi uraian secara 
singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian 
yang ada pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya 
memberikan saran yang diharapkan bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait 
pada penulisan skripsi ini. 
 
